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PUTUSAN
Nomor 671/Pdt.G/2020/PA.Kag
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.I, pekerjaan
Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering

llir, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.I, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering llir,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24
Juni 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor
671/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 01 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai
berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang

menikah di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji, Kabupaten

Ogan Komering llir pada tanggal 11 Juli 2018, yang tercatat pada Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Mesuji, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

216/09/V11/2018 tanggal 02 Agustus 2018, dan setelah akad nikah

Penggugat mengucapkan sighat ta’lik;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di Blok. B RT.02. Desa Surya Adi, rumah orang tua

Penggugat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak

1 orang, yang bernama anak;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 6 (enam) bulan,

selebihnya sering bertengkar bulan April 2019, Penggugat minta diantar

mau berobat, saat itu Tergugat tidak mau dan Tergugat sampai memukul

kepala Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering

berselisih dan bertengkar;

4, Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat, egois maunya kehendak sendiri, bila di nasehati Tergugat
marah-marah dan melakukan KDRT;

- Tergugat, sering main perempuan dan tidak memberi nafkah terhadap
Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat, selalu bersipat kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir tanggal 15 bulan Mei

2020, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, kemudian Tergugat

pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang Penggugat tidak

mengetahui lagi alamatnya;

6. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 bulan

10 hari dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun

bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar

dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubabh,

namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang
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Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan
Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering
berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga,
akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat
menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan
Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,
memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
Primer:
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya pekara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di

persidangan secara in person;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis
menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya
mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan
untuk memilih mediator yang tersedia dan Penggugat dan Tergugat sepakat
untuk menunjuk M. Argam Pamulutan, S.Ag.,MA, sebagai mediator, dan
upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menjawab dengan tegas seluruh dalil-dalil
Gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar terhadap Gugatan Penggugat pada point 1;
3. Bahwa tidak benar pada point 2, karena nama lengkap anak yang
benar yaitu anak.
4, Bahwa tidak benar pada point 3, karena hubungan harmonis
antara Tergugat dengan Pengugat memang hanya sekitar 6 bulan
selebihnya hanya beberapa kali saja bertengkar, kemudian Tergugat
hanya mendorong dada Penggugat tetapi hanya mundur beberapa
langkah saja.
5. Bahwa tidak benar pada point 4, karena:
. Bahwa benar jika Tergugat bersifat egois namun tidak benar jika
Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat;
. Tidak benar, karena Tergugat tidak pernah sama sekali main
perempuan dan bahkan untuk kebutuhan masalah nafkah Tergugat
kurang mencukupi mungkin karena Tergugat hanya bekerja sebagai
security;
. Bahwa benar jika Tergugat bersifat kasar namun itu hanya
beberapa kali saja;
6. Bahwa tidak benar pada point 5, karena Tergugat tidak pernah
main perempuan, bahkan meninggalkan Penguggat dan anak, setelah
pertengkaran tanggal 15 Mei 2020 melainkan Tergugat dinasehati oleh
pihak keluarga Penggugat untuk disuruh pulang kerumah orang tua
Tergugat guna menenangkan diri dan pikiran, bagaimana bisa Pengugat
tidak mengetahui alamat Tergugat sementara Tergugat dan Penguggat
sempat bertemu beberapa kali dan Tergugat juga beberapa kali
menjumpai anak dan Penggugat dirumahnya;
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7. Bahwa pada point 6, Tergugat sudah beberapa kali mengajak
Penguggat dan anak untuk tinggal bersama lagi dirumah Tergugat pribadi
tetapi Penggugat tidak mau dan bersedia;
8. Bahwa pada point 7, jika memang Penggugat telah berusaha
bersabar mungkin dengan mudah Penggugat akan bersedia saat Tergugat
mengajaknya untuk tinggal bersama kembali setelah terjadinya
pertengkaran terakhir itu.
9. Bahwa pada point 8, Dimana usaha pihak keluarga Penggugat
untuk mendamaikan rumah tangga Tergugat dengan Pengugat, yang ada
ketika Tergugat seorang diri pada saat lebaran idul fitri Hari ketiga ingin
menemui anak dan Penggugat, namun Tergugat hanya diizinkan untuk
bertemu anak saja tidak dengan Penggugat, akan tetapi ibu Penggugat
langsung mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat Tergugat cepat-
cepat pergi dan tidak menerima kedatangan Tergugat dengan layak;

Primer:

Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan memerintahkan Penggugat

untuk mencabut Gugatannya;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon Putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
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L. Bu

kti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/09/VI1/2018 tertanggal 02
Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mesuji, Kabupaten Ogan Komering llir, yang telah bermeterai cukup, telah
dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan
aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.;

Il. Bukti Saksi

1. Saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering llir, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung
Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari
Penggugat;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan
Tergugat kurang lebih 300 meter;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, namun semenjak
bulan April 2019 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat
dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat
dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisin dan bertengkar di rumah

orang tua Penggugat;
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- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
berupa pertengkaran mulut dan KDRT;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat adalah KDRT, masalah ekonomi, dan Tergugat
pernah mau memperkosa adik Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 3 bulan;

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan
tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun
kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering llir, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat,
dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan
Tergugat kurang lebih 50 meter;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, namun semenjak
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bulan April 2019 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika
Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung 2 kali saat
Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah
orang tua Penggugat;

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
berupa pertengkaran mulut;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dan Tergugat sering
berkata kasar;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 3 bulan;

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan
tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun

kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah
mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

- Rahmat Hidayat Bin Bangsawan, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun VIl Desa Pematang
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Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering llir, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat,
dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat serumabh;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung ketika
Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat
Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
berupa pertengkaran mulut;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat adalah Masalah ekonomi;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 1 bulan;

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Tergugat karena diusir oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan
tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun
kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon
putusan;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya
keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan mohon putusan;
Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kayuagung

berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan
Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan
Agama yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan
Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana
pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan kepada
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan difasilitasi oleh
Hakim Mediator M. Arqam Pamulutan, S.Ag.,MA, namun berdasarkan laporan
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mediator bahwa mediasi tidak berhasil, maka hal ini telah terpenuhi maksud
ketentuan pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 revisi atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun
usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim
menilai bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan perceraian
karena sejak bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun
yang menjadi penyebabnya adalah:

1. Tergugat, egois maunya kehendak sendiri, bila dinasehati Tergugat

marah-marah dan melakukan KDRT;

2. Tergugat, sering main perempuan dan tidak memberi nafkah terhadap
Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

3. Tergugat, selalu bersipat kasar terhadap Penggugat;

Dan puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada 15 bulan Mei 2020, Tergugat selingkuh dengan
perempuan lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang

sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut
diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat
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adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung
kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga
sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan
perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang
mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan
oleh Penggugat adalah kakak kandungnya dan tetangga, Majelis Hakim dapat
menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya
yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita
angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita
angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang
saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua
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orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai
keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling
menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk
menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat,
Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung
kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga
sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan
perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang
mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan
oleh Tergugat adalah adik kandungnya, Majelis Hakim dapat menerimanya
karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat
memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai bantahan
terhadap posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang dibantah oleh Tergugat,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi,
sedangkan berdasarkan asas Unus testis Nulus Testis (satu saksi bukti saksi),
maka satu saksi dari Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta 2 orang saksi, terbukti
fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor 223/27/IX/2011 tertanggal 12 September 2011 dikeluarkan
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oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji,
Kabupaten Ogan Komering llir;
2.
Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan oleh KDRT, masalah ekonomi, dan Tergugat berselingkuh
dengan wanita lain;
3.
Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi
meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat
telah berpisah sejak bulan Mei 2020 dan sejak saat tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan
sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
4.
Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, telah
dilakukan baik oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga melalui
Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan
Tergugat kembali;
5.
Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras
ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk
bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.
Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah
menikah pada tanggal 12 September 2011 di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering llir;
2.
Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;
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Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah
merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk
ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah
terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP
Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika
Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah
tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi
dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah
tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak
lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian
dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah

tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para
pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum

menegaskan sebagai berikut:

aills ciolall ale sl Loz i) azg )l ast, pacauil ol

Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah begitu memuncak,
maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isteri dengan

talak satu”, (Kitab Ghoyatul Marom).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan
didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119
ayat (2) huruf (c) KHI, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut

terjadi adalah talak bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;
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Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan cerai
Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan
azas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum
dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp816.000,00(delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1442 Hijriah oleh Sudarman,
S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H.,M.H.I, dan Alimuddin,

S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 07 Muhrram 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrun

Mubarak, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat.
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Mashudi, S.H., M.H.l. Sudarman, S.Ag., M.H
Hakim Anggota,

Alimuddin, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Syahrun Mubarak, SH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

2. Biaya Proses . Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp700.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai . Rp6.000,00
JUMLAH :  Rp816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 671/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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